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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The assessment focuses on the readiness and capacity of regional Pusdalops to react and 
to take follow-up measures to the early warning as well as the response capacity of society 
to the 'natural warning system' and the 'official warning system'. 

 
 

 

 
 

 

Gaps and Finding on Earthquake 11 April 2012 in West Sumatra Province 
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Gaps and Finding on Earthquake 11 April in Aceh 
 

Six gaps were identified, namely: 

1)  Control on BMKG sirens is not clear and the sirens did not function optimally, as siren 
control in Aceh and West Sumatra should be in the hands of local governments but in 
fact it was still activated by the centre (BMKG). Public misunderstanding on the meaning 
of the siren sound caused panic. 

2)  Local Pusdalops have not yet met requirements to carry out their duties as warning 
service provider: Pusdalops operators themselves in Aceh evacuated after the 
earthquake, evacuation guidance issued by the two operational centres in an area 
differed, and instruction produced by Pusdalops and the Head of BPBD differed as well. 

3)  Trust toward BMKG was still lacking, so that the area tended to use warning information 
from the Pacific Tsunami Warning Centre (PTWC). 

4)  Warning reception modes were less than optimal, as the information updates from 
BMKG, both of Early Warnings 2 and 3 were not received by BPBDs. 

5)  When there was an electric power failure, almost all warning services were interrupted 
as well. 

6)  Community did not react well toward the earthquake and early warning, their responses 
tended to be sporadic and people evacuated independently using motor vehicle leading 
to traffic jams everywhere. 

 
Recommendations for BMKG include the improvement of the siren protocol, which clarifies 
siren function and control, repair and maintenance of warning dissemination modes, and 
provision of inputs to the BNPB regarding minimum standards of competence for Pusdalops 
operators. Recommendations for BPBD West Sumatra Province comprise development and 
update of procedures of the local warning chain, which provides interlink and 
synchronization between the Province and District/City. Recommendations for BPBD 
Padang include strengthening of the capacity of Pusdalops as service provider through 
advanced level training, update of the existing SOP, while recommendations for BPBA Aceh 
comprise development of recruitment system for and management of Pusdalops operators, 
clarification and definition of the position of Pusdalops in the structure of BPBA PB Aceh, 
and capacity building through operators trainings. All local governments are recommended 
to repair and maintain warning dissemination and reception modes. 
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1. Pendahuluan 
 

Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami (Tsunami Early Warning System/TEWS) terpadu  
pada negara-negara di Samudera Hindia menjadi suatu komitmen penting yang disepakati 
bersama setelah bencana tsunami Tanggal 26 Desember 2004 pada Tsunami Summit di 
Jakarta yang dilaksanakan Tanggal 5 Januari 2005. PBB via UNESCO/IOC membentuk 
Inter-governmental Coordination Group on Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation 
Systems (ICG/IOTWS) sebagai forum untuk mengembangkan TEWS di Samudera Hindia. 
ICG/IOTWS beranggotakan 28 negara di Kawasan Samudera Hindia dan dibagi dalam 6 
kelompok kerja.  
 
Pembangunan Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (IOTWS) sedang 
menuju capaian yang bersejarah. Pada awalnya negara-negara Samudra Hindia sangat 
bergantung pada Sistem Peringatan Dini Tsunami dari Interim Advisory Service (IAS): 
Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) dan Japan Meteorological Agency (JMA), saat ini 
sistem tersebut sedang dialihkan kepada 3 Regional Tsunami Service Providers (RTSPs) 
yang dimiliki oleh Negara Australia (BOM), India (INCOIS) dan Indonesia (BMKG) dan 1 
lembaga dari Thailand (RIMES). 
 
 

1.1 Kondisi Umum di Nasional 
 

BMKG sebagai institusi pendeteksi ancaman tsunami di Indonesia bekerjasama dengan 
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota khususnya pusat pengendali operasi 
penanggulangan bencana (Pusdalops PB) pada daerah-daerah terancam untuk 
menyebarkan informasi peringatan ancaman tsunami. Berbagai parameter dan kriteria serta 
standar pelayanan telah digabung menjadi sebuah prosedur operasi yang terhubung dari 
pusat hingga daerah.  
 
Berbagai simulasi sistem peringatan dini bencana tsunami telah dilaksanakan di Indonesia 
baik pada skala regional, nasional, maupun lokal. Dalam simulasi maupun uji sistem 
tersebut telah ditemukan beberapa kesenjangan maupun contoh baik yang dapat dijadikan 
dasar bagi pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami. 
 
Di tingkat pusat, BMKG bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menyebarkan hasil 
deteksi ancaman bencana tsunami ke daerah yang berpotensi. Penyebaran ini dilaksanakan 
dengan menggunakan berbagai moda penyebaran yang dapat diterima oleh pemerintah dan 
masyarakat di daerah. Di daerah, Pusdalops PB Daerah melakukan analisis peringatan 
menjadi arahan serta melaksanakan legitimasi terhadap arahan yang akan disebar kepada 
masyarakat. Penyebaran arahan kepada masyarakat dilaksanakan dengan berbagai moda 
yang tersedia di daerah. Berbagai kriteria perlu dipertimbangkan untuk menjamin 
tersampaikannya informasi arahan kepada segenap lapisan masyarakat yang 
membutuhkan. Dari informasi arahan ini diharapkan masyarakat dapat merespon secara 
cepat dan tepat sehingga mampu menekan dampak buruk dari ancaman bencana tsunami 
yang akan datang.  
 
Secara keseluruhan rentang informasi dalam Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami di 
Indonesia dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1: Rantai Komunikasi Peringatan Dini Bencana Tsunami Indonesia 

 
Dengan banyaknya pengguna layanan Peringatan Dini Tsunami dari BMKG seperti yang 
terlihat pada gambar 1, dibutuhkan jaminan ketangguhan moda serta kemampuan analisis 
dari institusi pengguna layanan. Dari simulasi ini diharapkan diperoleh temuan-temuan yang 
bermanfaat untuk digunakan sebagai rekomendasi penyempurnaan sistem yang sedang 
dikembangkan, tidak hanya di BMKG, namun juga pada BNPB, pemerintah daerah, dan 
institusi interface lainnya. 
 
Pemberian peringatan dini di BMKG dilaksanakan berdasarkan Prosedur Pemberian 
Peringatan Dini yang dilaksanakan oleh BMKG seperti yang terlihat pada gambar 2. 
 
Dari gambar 2 terlihat bahwa BMKG akan mengeluarkan Peringatan Dini 1 yang berisi 
informasi yang bersumber dari bacaan seismograf. Informasi tersebut berkisar pada 
parameter gempabumi, potensi tsunami serta bila memungkinkan telah dapat memberikan 
estimasi status ancaman berupa awas, siaga, waspada, dan tidak ada ancaman. Peringatan 
Dini 1 ini dikeluarkan tidak lebih dari 5 menit setelah terjadinya gempabumi di suatu daerah 
di Indonesia. 
 
Peringatan Dini 2 berisi informasi yang diperoleh oleh BMKG berdasarkan skenario tsunami 
yang dimiliki. Informasi pada Peringatan Dini 2 ini berisi perbaikan bacaan parameter 
gempabumi, estimasi status ancaman tsunami dan estimasi waktu kedatangan tsunami 
pada daerah-daerah yang terlanda. 
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Gambar 2: Rentang Waktu Peringatan Dini Bencana Tsunami Lokal 

 

Peringatan Dini 3 merupakan rangkaian informasi yang berasal dari observasi kedatangan 
tsunami, perbaikan terakhir parameter gempabumi dan perbaikan status ancaman akibat 
perbaikan parameter gempabumi dan hasil observasi. Peringatan Dini 3 diperoleh oleh 
BMKG berdasarkan bacaan tide gauge, buoy, dan GPS. Peringatan Dini 3 ini dapat terdiri 
dari dua informasi atau lebih yang disebar dalam kurun waktu tertentu tergantung dari 
pembaruan hasil observasi peralatan. Waktu observasi minimal adalah 90 menit setelah 
terjadinya gempabumi yang berpotensi tsunami. 
 
Peringatan Dini 4 merupakan informasi ancaman berakhir ataupun pembatalan Peringatan 
Dini 1. Peringatan Dini 4 diperoleh berdasarkan hasil observasi yang disebar pada 
Peringatan Dini 3.  
 
Seperti yang telah dijelaskan, BMKG mengeluarkan estimasi status ancaman pada setiap 
peringatan yang diberikan kepada institusi interface. Estimasi status ancaman dibagi atas 4 
yaitu awas, siaga, waspada, dan tidak ada ancaman. Status tidak ada ancaman berarti 
bahwa potensi paparan tsunami tidak ada atau tidak sampai ke daerah tersebut. Sementara, 
status ancaman awas, siaga, dan waspada memiliki pengertian seperti yang terlihat pada 
gambar 3. 
 
Metode pembedaan warna pada gambar 3 sesuai dengan pembedaan warna yang 
ditetapkan oleh BMKG untuk menandai status ancaman pada peta kawasan terlanda yang 
disebar nantinya melalui DVB.  
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Gambar 3: Jenis status, arti dan saran 

 

1.2  Lingkup Kajian 
 

Pada tanggal 11 April 2012 pukul 15:38:29 WIB terjadi gempabumi berpotensi tsunami 
dengan skala 8,5 SR. Gempa bumi tersebut dilanjutkan oleh gempabumi kedua berpotensi 
tsunami pada pukul 17:43:20 WIB berkekuatan 8,1 SR. Kedua gempabumi tersebut terjadi di 
perairan Pulau Simeulue Aceh. Kejadian tersebut tentu saja merupakan saat yang tepat 
untuk melihat sejauh mana Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia mampu berjalan, 
baik di tingkat nasional, daerah, hingga ke tingkat masyarakat.  
 
Secara umum kajian ini diarahkan untuk melihat: 
 

1. Situasi di Pusdalops PB sesaat setelah kejadian gempabumi; 
2. Penerimaan peringatan potensi tsunami dari BMKG di Pusdalops PB; 
3. Pengambilan keputusan di Pusdalops PB; 
4. Ketepatan informasi/panduan untuk masyarakat dari keputusan yang disebar oleh 

Pusdalops PB; 
5. Pelaksanaan prosedur operasi di masing-masing daerah kajian; 
6. Kapasitas respon masyarakat terhadap peringatan yang ada, baik ónatural warning 

systemô atau pun óofficial warning systemô. 
 
Kajian dilaksanakan di 3 wilayah, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Kota 
Padang.  
 
Hasil kajian ini diharapkan dapat menyempurnakan INA-TEWS baik di tingkat nasional 
maupun di tingkat daerah. 
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2. Identifikasi Temuan 
 

Pemberian peringatan dini untuk bencana tsunami yang diakibatkan oleh gempabumi 8,5 
SR di perairan Kabupaten Simeulue, Aceh pada tanggal 11 April 2012 mengalami beberapa 
kendala. Beberapa sirine gagal diaktivasi oleh BMKG. Selain itu, informasi Peringatan Dini 
BMKG tidak dapat diterima dengan baik oleh Pusdalops Aceh maupun Pusdalops Provinsi 
Sumatera Barat. Beberapa bias informasi terjadi karena adanya gempabumi susulan yang 
juga berpotensi tsunami. Kondisi ini sangat jarang terjadi, namun pengalaman ini 
mengindikasikan kebutuhan akan penyempurnaan beberapa komponen Sistem Peringatan 
Dini Bencana Tsunami di Indonesia baik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, 
maupun masyarakat.  
 
Untuk mengidentifikasi penyempurnaan tersebut, dibutuhkan gambaran yang jelas dan 
objektif tentang kondisi tersebut di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Kajian 
ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran komprehensif dan objektif untuk 
mengindentifikasi penyempurnaan yang dibutuhkan dalam Sistem Peringatan Dini Bencana 
Tsunami di Indonesia.  
 
 

2.1  Rangkaian Peringatan yang Disebar BMKG 
 

Pada saat kejadian gempabumi 11 April 2011, BMKG mengeluarkan Peringatan Dini 1 
sesuai dengan tingkat estimasi status ancamannya. Aceh yang merupakan daerah episenter 
gempabumi berada pada status AWAS. Sedangkan beberapa daerah di wilayah pantai barat 
pulau Sumatera berada pada status AWAS dan SIAGA, sebagaimana terlihat pada gambar 
4. 
 

 
Gambar 4: Peringatan Dini 1 BMKG 

 

Informasi Peringatan Dini 1 telah disebar pada pukul 15:43 WIB, sekitar 4-5 menit setelah 
terjadinya gempabumi. Kurang lebih 10 menit setelah gempabumi (pukul 15:47 WIB) BMKG 
telah menyebarkan Peringatan Dini 2 yang berisi pemutakhiran informasi gempabumi dan 
perkiraan waktu datang tsunami. Sedangkan penyebaran informasi Peringatan Dini 4 
dilakukan pada pukul 20:06 WIB, kurang lebih 4 jam terhitung sejak pertama kali 
dikeluarkannya informasi peringatan dini oleh BMKG. Dalam rentang waktu tersebut terjadi 
gempabumi kedua pada pukul 17:48 WIB yang terjadi sangat berdekatan dengan 
episentrum gempabumi pertama dengan kekuatan 8,1 SR, juga berpotensi tsunami. Hal 
inilah yang menyebabkan BMKG memutuskan untuk menunda mengeluarkan berita 
berakhirnya peringatan dini tsunami dan memutuskan untuk mengeluarkan Peringatan Dini 
1 untuk kejadian gempabumi tersebut sampai pengakhiran peringatan pada pukul 20:06 
WIB. 



6 

 

Log-book sirine di BMKG memperlihatkan bahwa tidak ada tanda-tanda sirene yang 
diaktifkan oleh Pemerintah Daerah setelah 10 menit keluarnya Peringatan Dini 1. 
Berdasarkan data tersebut, BMKG memutuskan untuk mengaktifkan sirine sesuai 
kesepakatan bahwa jika lebih dari 10 menit setelah gempa berpotensi tsunami di atas Mag. 
8 SR sirine tidak diaktifkan di daerah, maka BMKG akan mengaktifkannya dari jarak jauh. 
Sesuai dengan prosedur internal tersebut, BMKG melakukan aktivasi sirine di daerah-
daerah terancam tsunami. Sebagaimana telihat pada gambar 5 dan gambar 6, di Sumatera 
Barat telah dilakukan aktivasi sirine pada pukul 15:50. Keenam sirine BMKG berhasil 
diaktivasi. 
 
 

 

Gambar 5: Timeline Peringatan Dini BMKG 

 

Berdasarkan informasi dari BMKG, sirine diaktivasi secara manual di Aceh. Berdasarkan 
pencatatan tersebut hanya 2 dari 6 buah sirine yang aktif pada saat kejadian. Untuk lebih 
jelasnya, rangkaian aktivasi sirine berdasarkan informasi dari BMKG dapat dilihat pada 
gambar 6 & gambar 7. 
 

 

Gambar 6: Aktivasi Sirine BMKG di Sumatra Barat 

 


















































